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WALIKOTA PRABUMULIH

MROVINST SUMATERA SELATAN
PIRATURAN WALIROTA PRABUMULIH

NOMOIR 28 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBATAN KISISMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PINJABARAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DIENGAN EAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULITH,

Menimbang ¢ a. bahwa  dengan  ditetaplannya  Peraturan  Presiden
Nomor 76 Tahun 2023 tentang  Rincian  Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Negara Tahun Anggaran 2024,
moka terhadap Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63
Tohun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanjn Doaernh Kotao Prabumulih Tahun Anggaran 2024
perlu dilacakan perubahan,

), bahwin denpan adanya  pergeseran  anggaran  yang
dinampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kota  Prabumulih - maka  terhadap Peraturan  Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anpgaan  Pendapatan dan  Belanjn Daerah Kota
Prabumulih - Tahun  Angparan 2024 perlu  dilakukan
perubahan

¢, bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
hurul o dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63
Tuhun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanjia Dacrah Tahun Angparan 2024,

Menpgingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang,
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara  Tahun
2001 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4113),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nommor 42806),
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Undang Undang — Nomor 1 abiup 2004, """“‘J"‘"
Perhendaharaan  Negara  (bainhoran  Hegara Pepablil
ldonesta Tahun 2004 Hoogor G, Tambsbisn dainbmban
Negara Hepublil Indonesia Gomior A455),

Undang Undang — Nano IS lahiun 2004 depitany
Pemeriknaan Pengelolaan dan Tanggung Jtuzmh Kentigst
Negari (Lembaran Negara epuble fndopesia Talion 2004
Nomor 66, Tamhahan  Lemharan  Negars  Vepublib
Indonesia Nomar +-100),

Undang-Undang Nomar 2t Tuhun 2004 temtany “Sistetn
Pevencanaan Pembangiunan Nasional (Lembaran Hegasa
Bepublile Indonesia Talion 2004 Hoor 104, “Fapnbmbis
Lembaran Negara Republil lndonesia Homor 4421,

Undang-Undang Nowmor | Tahun 2022 temang Hubungn
Bewangan antara Pemerinnalr Puasat  dapr Vepeintabisg
Paerahy (Tambahan Lembaran Negara Mepublik Indonesia
Nomaor 6767),

Undang-Undang  Nomor 2% Tahun 2014 tetitsty
Pemerintahan  Duaerahy  (Lenliiron Hegara Pepubl
Indonesin Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republile Indonesia Nomeor DY), sebspsinara
telah - diubah heberapa kali tepulkhr denpan Undang
Undang  Nomor | Tahun 2029 tentang  Hubungan
Kevangan  antarn Pemerinta)y st datr Pepnerintalg
Daerah (Lembaran Negars epublile Indaonesio “abun 2077
Nomor 4, Tambahan Lembaian Negara Republil Indosesis
Nomar 6757),

Peraturan Pemerininl Nomar 65 Tahun 2001 tertang Pajul
Daerah (Lembaran Negura Pepublile Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambnhay Lambaran  Neguirg Hepub)) b
Indonesin Nomaor 41 34),

Peraturan Pemerininhy Nowor 23 Tuhun 200 tentangy
Pengelolann Keuangan Hadun Layanan Utnum (Latnbizarzin
Negara  Republile  [ndonesin “abun 2001
Toombahan  Lembay Hegarn Fepublik
Nomor 4502) sehagaimans telah diubah dengan Peratursy
Pemerintaly Nomor 74 Tahun 2002 tentangy Verubahsan atze
Perataran Pemerintuly Nomor 23 Tahun 200 tentany
tentang Pengelolann Keaongan  Badan Layarsn Upugy,
(Lesmbirnn Neparu Republil Indonesis Tabun 201y

Nomor 171, Tambahan Lemburan Newsry Mepublik
Indonesin Nomaor H940),

ot A%,
Indones)s

Pevaturan Pemenintah Nomor 55 Tahun 200, tentany |);
Perimbanginn  (Lembingnn Hegintn Kepubhl, I
Tahn 2005 Namor 147, Tambahan
Fepubhl tndonesin Nomor 71,

1ia
Indoresis
Lot Hewig i
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstm"n
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ter'nang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacr'uh
(Berita  Negara Republik  Indonesia  Tahun 2020
Nomor 1781);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan  dan  Pertanggungjawaban — Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Prabumulih

Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2023 Nomor 3);

26. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran Tahun 2024 (Berita Daerah
Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal |

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Keempat atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.090.797.259.851,00
bertambah sejumlah Rp. 19.780.876.980,00 sehingga menjadi
Rp. 1.1 10.578.136.831,00 dengan rincian sebagai berikut :

S
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1. Pendapatan
a. Semula
b. Bertambah

Jumlah Pendapatan setelah perubahan

2. Bclanja
a. Semula
b. Bertambah
Jumlah Belanja setelah perubahan
Defisit

‘CJ

Pembiavaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula

2). Bertambah/berkurang
Jumlah Penerimaan pembiayaan

b. Pengeluaraan Pembiayaan
1). Semula
2). Bertambah
Jumlah pengeluaran pembiayaan

Jumlah Pembiavaan Netto setelah Perubahan

Sisz lebih pembiavaan anggaran

rp.
Rp.
Hp.

Rp.
Ep.
Rp.
(Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.

972.057.846.870,00
19.780.876.980.00
991.838.723.850,00

1.089.797.259.851,00

19.780.876.980.00

1.109.578.136.831,00
-117.739.412.981,00)

118.739.412.981,00
0.00
118.739.412.981,00

1.000.000.000,00

0.00

1.000.000.000,00
117.739.412.981,00

Rp.

0

. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Keempat Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran | Peraturan Walikota Prabumulih.

Perubahan Keempat Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan untuk menampung Perubahan Rekening
Dana DAK Fisik Keluarga Berencana dan Penyesuaian Belanja Wajib Gaji

akibat:

a. penyvesuaian dana transfer vang sesuai dengan petunjuk teknis tahun
berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023
tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2024,

h. bahwa pelaksanaan ketentuan Lampiran C.2.b.3 Peraturan Menter
Dalarn Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2024, menjelaskan dalam hal penganggaran dana
transfer ke daerah, penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis

E——1
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tahun Dberkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas
penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan
perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD
TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang
Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi
Anggaran LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan
APBD TA 2024;

c. pemanfaatan Dana Tidak Terduga dan kas yang tersedia sesuai dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. kewajiban lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rincian Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran la
Peraturan Walikota Prabumulih.

(1) Pendanaan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat
menggunakan:
a. Dana DAK Fisik dan Non Fisik Tahun Anggaran 2024;
b. Belanja Tidak Terduga,

c. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun scbelumnya

(2) Penggunaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
terlebih dahulu dalam:

a. DPPA-OPD untuk program dan kegiatan yang telah tersedia; dan/atau
b. RKA-OPD untuk program dan kegiatan yang belum tersedia;

. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran ||
Peraturan Walikota ini.

. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 beserta rincian Belanja
Hibah dan Bantuan Sosial merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam
peraturan Walikota ini.
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6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbuny: sebagai berikut .

Pasal 6

Pelaksanaan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut (lnlnm.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal Il

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Mel 2024
PJ. WALIKOTA PRABUMULIH

H. ELMAN
Diundangkan di Prabumulih pada
tanggal 29 M 2024
PJ. SEKRETA DAERAH PRABUMULIH

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR 28
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